Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BATAM
PROPINSI KERULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR %5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

PAJAK DAERAH

SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a.

WALIKOTA BATAM,

bahwa dalam
dan

kepastign

rangka meningkatkan kepercayaan
hukum kepada masyarakat

pengguna layanan usaha yang dipungut pajak

daerahnya kar

ena menikmati layanan usaha Wajib

Pajak dan guma memberikan kemudahan kepada

Wajib Pajak

dalam membuat laporan kegiatan

usaha dan mnjengisi Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah, perlu

dibuat kebijakan berupa pembayaran

pajak, perekaman transaksi usaha dan pelaporan

pajak daerah s

bahwa menind

ecara elektronik;

aklanjuti ketentuan Pasal 49 ayat (1)

dan ayat (2) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan

dalam rangka
pajak untuk

daerahnya ser
perlu disediak
data usaha d
elektronik;

berdasarkan p
pada huruf a
Peraturan Wal
dan Pelaporan

Undang-Undar
Pembentukan
Rokan Hulu,
Siak, Kabupa
Kabupaten Ki
(Lembaran Neg
Nomor 181, Tq
Indonesia Non
beberapa kali
Nomor 34 Tah
Atas Undang
tentang Pem
Kabupaten Ra

memberikan kemudahan bagi wajib
membayar dan melaporkan pajak
ta efektifitas pelaksanaannya, maka
an layanan pembayaran, perekaman
an pelaporan pajak daerah secara

ertimbangan sebagaimana dimaksud
dan huruf b, maka perlu ditetapkan
ikota tentang Tata Cara Pembayaran
Pajak Daerah Secara Elektronik;

1g Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
ten Karimun, Kabupaten Natuna,
hantan Singingi dan Kota Batam
rara Republik Indonesia Tahun 1999
ambahan Lembaran Negara Republik
1or 3902) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang
wun 2008 tentang Perubahan Ketiga
-Undang Nomor 53 Tahua 1999
bentukan Kabupaten Pelalawan,
kan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,




Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembpran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Paerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tghun 2014 tentang Pemer.ntahan
Daerah  (Lemlbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 |Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak| Daerah (Lembaran Daeraa Kota
Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH
SECARA ELEKTRONIK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik
Indonesia yang meliputi Presiden den/atau
menteri selaku pembantu Presiden Republik
Indonesia.

2. Daerah adalah Kota Batam.

Pemerintah IDaerah adalah Pemerintah Daerah
Kota Batam.

4, Walikota adalah Walikota Batam.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dinas Pendapatan atau sebutan lainnya, yang
selanjutnya | disebut Dinas adalah Dinas
Pendapatan |atau sebutan lainnya di lingkungan
Pemerintah | Kota Batam yang melaksanakan
wewenang pajak daerah.

Kepala Dinas Pendapatan atau sebutan lainnya,
yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah
Kepala Dinas Pendapatan atau sebutan lainnya
yang melaksanakan wewenang pajak daerah.

Kas Daerah jadalah Kas Daerah Pemerintah Kota
Batam untuk menampung seluruh penerimaan
dan membayar seluruh belanja daeral. sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
perbendaharaan daerah.

Sistem pembayaran pajak secara elektronik
adalah bagian dari sistem penerimaan daerah
secara elektronik yang di administrasikan oleh
Biller Dinas| Pendapatan atau sebutan lainnya
yang melaksanakan wewenang pajak daerah dan
menerapkan billing system.

Billing system adalah metode . pembayaran
elektronik dengan menggunakan kode billing.

Biller dalah Dinas Pendapatan atau sebutan lain
yang melaksanakan wewenang pajak daerah di
lingkungan |Pemerintah Kota Batam untuk
mengelola system billing dan menerbitkan kode
billing.

Sistem Billihg adalah sistem informasi yang
dikelola oleh Dinas Pendapatan atau sebutan
lainnya yang melaksanakan wewenang pajak
daerah selaku biller dalam rangka
pengadministrasian system pajak daeral secara
elektronik.

Kode Billing adalah kode identifikasi yang

diterbitkan m
pembayaran
oleh Wajib Pa

Aplikasi Billi
yang menye
berbasis web
kode billing
internet.

Electronic Data

1elalui sistem billing atas suatu jenis
atau setoran yang akan dilakukan
jak.

ng adalah bagian dari sistem billing
diakan antarmuka berupa aplikasi
bagi wajib pajak untuk menerbitkan
dan dapat diakses melalui jaringan

Capture yang selenjutnya

disingkat EDC adalah alat yang dipergunakan

untuk

trarisaksi

kartu  debit/kredit

yang

terhubung s¢cara online dengan sistem/ aringan
bank agen pengumpul.

Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat NTP2D adalah' nomor tanda
bukti pembayaran/penyetoran ke kas daerah

Nomor Tran

saksi Bank/Pos yang selanjutnya

disingkat NTB/P adalah nomor bukti transaksi

penyetoran

penerimaan pajak daerah

yang

diterbitkan oleh Bank/Pos Agen Pengumpul.




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Bukti Penerimaan Pajak Daerah yang selenjutnya
disingkat BP2D adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Bank/Pos Agen Pengumpul atas transaksi
penerimaan pajak daerah dengan teraan NTPPD
dan NTB/Psebagai sarana administrasi lein yang
kedudukannya disamakan dengan surat setoran
pajak daerah :

Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat
SSP adalah bukti pembayaran atau periyetoran

pajak daerah yang
menggunakan

dengan cara

telah dilakukan dengan
formulir atau telah diakukan
lain ke Kas Daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah.

Surat
Perdesaan/Pe

SSP PBB PRerdesaan/Perkotaan adalat.
atas

setoran
Bangunan Pe

Setoran

Pajak Bumi dan Bangunan
rkotaan yang selanjutnya disebut
surat
pembayaran Pajak Burai dan
rdesaan/Perkotaan dari Wajib Pajak

ke Bank/Pos jagen pengumpul.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

dan  Bangu
selanjutnya
Perdesaan/Peg

nan  Perdesaan/Perkotaan yang
disebut SPPT PBB
rkotaan adalah surat yang

digunakan oleh Dinas untuk memberitahukan

besarnya PBRH
kepada Wajib

Surat

Pemberitahuan

Perdesaan/Perkotaan yang terutang
Pajak.

Pajak Daerah yang

selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang

oleh Wajib P
perhitungan ¢
onjek pajak
dan/atau ha
peraturan
daerah.

SPTPD Elektt
elektronik.

Aplikasi SPT
lunak yang
SPTPD dalam

Aplikasi  e-
Elektronik yat

Tanda Tangal
yang terdiri
dilekatkan,
informasi

sebagai alat v

elektronik

ajak digunakan untuk melaporkan
lan/atau pembayaran pajak daerah,
dan/atau bukan objek pajak,
rta dan kewajiban sesuai dengan
perundang-undangan perpajakan

ronik adalah SPTPD dalam bentuk

PD Elektronik adalah perangkat
dapat digunakan untuk membuat

bentuk elektronik.

SPTPD  adalah  aplikasi  SPTPD
ng disediakan oleh Dinas.

n Elektronik adalah tanda tangan
atas informasi elektronil: yang
terasosiasi atau terkait dengan

lainnya yang digunakan
erifikasi dan autentifikasi.

Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau

huruf atau
dihasilkan o

digunakan tuntuk keamanan

penyampaian
Notifikasi ad
pajak menge
disampaikan

kombinasi angka dan huruf yang
leh sistem informasi Dinas yang
dalam proses
SPTPD elektronik.

alah pemberitahuan kepada wajib
nai status SPTPD elektronik yang
melalui saluran tertentu.




28.

Sertifikat EleKtronik adalah sertifikat yang bersifat
elektronik yamg memuat tanda tangan elektronik
dan identitas| yang menunjukkan status subjek
hukum para| pihak dalam transaksi elektronik
yang dikeluarkan oleh Dinas atau penyelenggara
sertifikasi elektronik.

BAB 11

SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

(1)

(2)

(3)

SECARA ELEKTRONIK
Pasal 2

Wajib Pajak Daerah dapat melakukan
pembayaran/penyetoran pajak daerah dengan
sistem pembayaran pajak secara elektronik.

Pembayaran/penyetoran pajak daerah secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi selutuh jenis pajak daerah.

Pembayaran/penyetoran pajak daerah
sebagaimana! dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam mata uang rupiah.

Transaksi pembayaran/penyetoran pajak daerah
sebagaimanal dimaksud pada ayat (1) diakukan
melalui Kas| Daerah atau Bank/Pos tempat
layanan bayar dengan menggunakan Kode Billing.

Pasal 3

Transaksi p¢mbayaran/penyetoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan
melalui Telldr Bank/Pos tempat layanan bayar,
Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking
dan EDC.

Atas pembaylaran/penyetoran pajak seba;zaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menerima
BP2D sebagali bukti setoran.

BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan dalam bentuk :

a. dokumeh bukti pembayaran yang diterbitkan
bank/pds tempat layanan bayar, untuk
pembayaran/penyetoran melalui teller
bank/pos tempat layanan bayar;

b. struk hukti transaksi, untuk pembayaran
melalui ATM dan EDC;

c. dokumen elektronik, untuk
pembayaran/penyetoran melalui  internet
banking;dan

d. teraan | BP2D pada SSPD/SSPD PBB
Perdesaan/Perkotaan melalui teller bank/pos
tempat |layanan bayar dengan menggunakan
SSPD/SSPD PBB Perdesaan/Perkotaan.




(4) BP2D sebagdimana dimaksud pada ayat (3)
sekurang-kurangnya mencantumkan sebagai
berikut :

a. NTP2D;

b. NTB/P;

c. kode billing;

d. NPWPD;

e. nama Wajib Pajak;

f.  alamat wajib pajak, kecuali untuk BP2D
melalui ATM atau EDC;

g. NOP;

h. kode akun pajak;

i.  kode jenis setoran;

j.  masa pajak;

k. tahun pdjak;

1.  nomor ketetapan pajak, bila ada;

m. tanggal bayar; dan

n. jumlah nominal pembayaran.

(5) BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
termasuk cdtakan, salinan dan foto copinya,
kedudukannya disamakan dengan SSPD dan
SSPD PBB | Perdesaan dan Perkotaan dalam
rangka melaksanaan  ketentuan  peraturan
perundang-uhdangan perpajakan daerah.

(6) Dalam hal t¢rdapat perbedaan data pembayaran
yang tertera dalam  BP2D dengan data
pembayaran ;| menurut  sistem - pembayaran
perpajakan | secara elektronik, maka yang
dianggap sah adalah data sistem pembayaran
pajak secara lelektronik.

Pasal 4

Wajib  Pajak  dapat memperoleh kode  billing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4 dengan

cara : 5

a. membuat sendiri pada aplikasi billing dinas yang
dapat diakses melalui laman dinas;

b. melalui barnk/pos tempat layanan bayar atau
pihak lain (yang ditunjuk oleh Walikota atau
terdaftar di dinas.

C. diterbitkan kecara jabatan oleh dinas dalam hal
terbit ketetapan pajak, surat tagihan pajak, SPPT
PBB Perdesaan/Perkotaan yang mengakibatkan
kurang bayar.




(3)

(4)

Wajib Pajak

sebagaimana

Pasal 5

membuat sendiri kode billing
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

dengan melakukan input data setoran pajak yang

akan dibayar

kan.

Input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan at

as nama dan NPWPD send:ri, atau

atas nama | dan SPWPD wajib pajak lain
sehubungan | dengan kewajiban sebagei wajib
pungut.

Wajib Pajak dalam melakukan input data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih
dahulu melakukan log in dengan memasukkan
User ID dan| PIN Akun pengguna aplikasi billing

dinas yang telah aktif.

Wajib Pajak
mendapatkar

menu daftar

mengaktifkar
surat elektrots

Dalam hal
Dinas dapa
jabatan atas
Dinas.

Dalam hal
Wajib Pajak
NPWP, apliks
akun penggu

dapat mendaftarkan diri untuk
1 User 1 dan PIN secara online melalui
baru aplikasi billing diras dan
1 akun pengguna melalui konfirmasi
hik.

terdapat indikasi penyalahgunaan,
t melakukan penutupan secara
5 akun pengguna aplikasi billing

crjadi pemindahan tempat terdaftar
yang mengakibatkan perubahan
asi billing dinas akan menyesuaikan
na dengan NPWP baru.

Pasal 6

Wajib Pajak dapat memperoleh kode billing melalui

bank/pos tempat
ditunjuk oleh V
sebagaimana dims
cara :

a.

(1)

mendatangi {

layanan bayar atau pihak lain yang
Valikota atau terdaftar d. dinas
\ksud dalam Pasal 4 huruf b dengan

eller bank/pos tempat layanan bayar

dengan menyerahkan SSPD/SSP PBB
Perdesaan/Perkotaan;atau
menggunakan  layanan/produk/aplikasi/sistem

yang telah tet

Mekanisme
melalui Tellg

dengan menggunakan

Perdesaan/P
dalam Pasal

rhubung dengan sistem billingz dinas.
Pasal 7

pembayaran/penyetoran pajak
r Bank/Pos tempat layanan bayar
SSPD/SSP PBB
erkotaan  sebagaimana  dimaksud

b huruf a sebagai berikut :

a. Wajib Pajak menyerahkan SSPD/SSP PBB

Perdesaan/Perkotaan

(empat)
ditantan
layanan

dalam rangkap 4
yang telah diisi lengkap dan
gani, kepada teller bank/pos tempat
bayar, dengan menyertakan uang




sejumlah

nominal yang dsebutkan dalam

SSPD/S$P PBB Perdesaan/Perkotaan;

teller bank/pos tempat layanan bayar
merekam data pembayaran/setorar. pajak
untuk menerbitkan kode billing;

teller bank/pos tempat layanan bayar

mencetak bukti penerbitan kode billing dan

menyerahkannya kepada Wajib Pajak;

Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen
data pada bukti penerbitan kode billing
dengan isian SSPD/SSP PBB
Perdesaan/Perkotaan;

dalam hal elemen data yang tertera pada
bukti pe¢nerbitan kode billing telah sesuai
degan isian SSPD/SSP PBB
Perdesaan/Perkotaan, Wajib Pajak
menandatangani  bukti penerbitar. kode
billing dan menyerahkan kembali kepada
teller bank/pos tempat layanan bayar;

teller bank/pos tempat layanan bayar

memproses transaksi pembayaran pajak atas

kode bill
Wajib Pa
setoran
telah ditg
sebagain
(4) serta
bank/po
bank/po

ng dimaksud;dan

jak menerima kembali formulir bukti
lembar ke 1 dan lembar ke-3 yang
e:ra dengan elemen-elemen data BP2D
1ana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
dibubuhi tandatangan, nama pejabat
s tempat layanan bayar, can cap
s sebagai bukti bayar/setor.

(2)

Kesalahan

Kebenaran e
merupakan

telah menandatangani

billing.

lemen data yang tertera pada BP2D
tanggung jawab Wajib Pajek yang
bukti penerbitan kode

Pasgal 8

input

data setoran pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1)

huruf b diselesaikan

pemindahbukuan

Kode Billing
sebagaimana
dan/atau d
layanan bays
Walikota atg
dimaksud d4g
48 (empat p
dan tidak d
jangka wakty

melalui prosedur
dalam adminstrasi perpajakan.

Pasal 9

yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
iperoleh melalui Bank/Pos tempat
ir atau pihak lain yang ditunjuk oleh
wu terdaftar di Dinas sebagaimana
\lam Pasal 4 huruf b berlaku selama
uluh delapan) jam, sejak diterbitkan
apat dipergunakan setelah melewati
1 tersebut.




(3)

(3)

(4)

(7)

Kode Billing yang diterbitkan oleh Dinas
sebagaimana| dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran
pajak, dan [tidak dapat dipergunakan setelah
melewati jangka waktu tersebut.

Dalam hal kode billing tidak dapat dipergunakan
sebagaimana|dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Wajib Pajak atau bank/pos tempat layanana bayar,
dapat membuat kembali kode billing..

BAB III
PEREKAMAN TRANSAKSI USAHA
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 10

Dalam rangka memberikan kepastian kepada
masyarakat pengguna layanan usaha Wajib Pajak
yang dipungut pajak daerahnya karena menikmati
layanan usaha Wajib Pajak, terhadap layanan
usahanya dilakukan perekaman data transaksi
usaha secara elektronik.

Perekaman d
sebagaimana
dimaksudkar
kepada Waji
kewajiban

usahanya set

Perekaman d
sebagaimana
dengan cara
sistem pere
fasilitas lay
Daerah.

Alat dan
sebagaimana,
bagian dari 1

Pemasangan
sebagaimana]
terhadap seli
Wajib Pajak.

Alat dan sist]
sebagaimana,
dipasang, si
sesuai keten
dan sistem
oleh Pemerii
Pendapatan.

Kriteria dat
Pemasangan
usaha Wajib
ayat (1) dite

ata transaksi usaha secara elzktronik
dimaksud pada ayet (1),
1 untuk memberikan kemudahan
b Pajak dalam menghitung sendiri
dan membuat laporan Kkegiatan
ta mengisi SPTPD.

ata transaksi usaha secara elzktronik
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melakukan pemasangan alat dan
kaman data usaha menggunakan
anan perbankan bagi Peraerintah

sistem pereckaman data usaha
dimaksud pada ayat (3) meupakan
wyanan bank selaku Kas Daerah.

alat dan sistem perekafn data usaha
dimaksud pada ayat (3) dilakukan
uruh perangkat pencatatan t-ansaksi

em perekam data usaha Wajib Pajak
dimaksud pada ayat (3) yang telah
stem informasinya dikelola dengan
tuan kerahasian data Wajib Pajak
informasi dan transaksi elektronik
ntah Daerah melalui Kepala Dinas

h Standar Operasional Prosedur
dan penggunaan alat perekam data
Pajak sebagaimana dimaksad pada
tapkan dengan Keputusan Walikota




(1)

|
yang ditandatangani oleh  Kepala Dinas
Pendapatan atas nama Walikota.

i
Hasal 11

Pemasangan ' alat dan sistem perekamen data
usaha sebagpimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (5) seba iai fasilitas perbankan ditindaklanjuti
dengan pembpukaan rekening pada bank kas
daerah sebdgai kelengkapan penyelenggaraan
sistem perribayaran dan pelaporan secara
elektronik, jika pelaku usaha belum memiliki
rekening padia bank terkait.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib :

a. memberikan kesempatan untuk mesuk ke
tempat atau ruangan yang dianggap perlu
dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemasangan alat dan system perekam data;

b. memberikan kesempatan untuk mengakses
dan/atau mengunduh data yang dikelola
secara elektronik;

c. menyediakan perangkat mesin kasir/point of
sales/cash register dan fasilitas perdukung
berupa daya listrik, jaringan internst serta
tempat menyimpan perangkat; dan

d. menjaga kondisi alat dan system perekam
dalam keadaan berfungsi serta tidak
diperkenankan memindahkan, mengubah
(menambahkan/mengurangi) dan merusak,
termasuk merusak segel pengaman.

Wajib Pajalqé selain melaksanakan kewajiban
sebagaimana; dimaksud pada ayat (2), untuk
kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan
sistem perekaman data usaha, juga wajib :

a. membeﬂitahukan kepada dinas terhadap
rencang perubahan perangkat dan/atau
aplikasi sistem transaksi usaha paling lama
3 (tiga) hari sebelum perubahan dilakukan;

b. memfasilitasi pemasangan alat dan aplikasi
sistem transaksi usaha oleh dinas, apabila
wajib pajak belum memiliki mesin kasir
(POS) yang tidak bisa dilakukan pemasangan
alat dan sistem perekam transaksi usaha,
dan

C. menyiapkan data base secara lokal yang
dapat | diakses oleh alat dan sistem
perekaman data dari dinas, bagi Wajib Pajak
yang menggunakan aplikasi data base
melaluijaplikasi cloud.




Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana [dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dikenakan sanksi administrasi menurut
Peraturan Walikota ini dan/atau sanksi hukum
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan perekaman data usaha Waj:b Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib
menjaga kerahasiém data usaha sebagai data Wajib
Pajak sesuai peraturan perundang-undangan pajak
daerah.

BAI% v

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN

(2)

(3)

SECARA ELEKTRONIK
Pasé&l 14

Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar,
lengkp, dan j@slas, dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakaﬁl huruf latin, angka arab, satuan
mat uang fup1ah dan menadatangari serta
menyampalkq’mnya ke dinas atau tempat lain yang
ditetapkan olF:h Kepala Dinas.

SPTPD sebaggaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk : |

a. formulir ikertas (hardcopy);atau
b. dokumen elektronik.

Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD dalam
bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meényampaikan SPTPD elektronik ke
Dinas dengan cara

a. langsungﬁ;
b. melalui }j)os dengan bukti pengiriman surat;

c. melalui | perusahaan jasa ekspedisi/kurir
dengan lbuktl pengiriman surat; atau

d. melalui $aluran tertentu yang ditetaplcan oleh
Walikota.

Saluran terfentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi :

a. laman dinas;
b. laman penyalur sptpd elektronik;

c. jaringan komunikasi data yang te-hubung
khusus antara dinas dengan wajib pajak;atau

d. saluran| lain yang ditetapkan dengan
keputusan Walikota.




(2)

Paséd 15

Batas waktl,ih penyampaian SPTPD elcktronik
mengikuti ketentun batas waktu penyampaian
SPTPD secard umum.

Wajib Pajal@c dapat menyampaikan SPTPD
elektronik melalui saluran tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dalam jangka
waktu 24 (dia puluh empat) jam sehari dan 7
(tujuh) hari seminggu enga standar waktu
Indonesia Bagian Barat.

Pasal 16

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas
SPTPD elektronik yang telah disampaikan, pemibetulan
SPTPD elektronik tersebut disampaikan dalam bentuk
elektronik. : ‘

(1)

(2)

(3)

Pasal 17
Alur dan @ Prosedur penyampaian SPTPD
elektronik sebagai berikut :

a. secara langsung atau melalui
pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir;

b. melalui laman dinas;
c. melalui Lbenyalur SPTPD elektronik;dan

d. melalui jaringan komunikasi data yang
terhubung khusus antara dinas dengan Wajib
Pajak.

Alur dan prqi)sedur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dite!tapkan dengan Keputusan 'Walikota
yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pas%al 18

Wajib Pajak§ yang tidak memenuhi ketentuan
pemasangan alat dan sistem perekam transaksi
usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) huruf a s/d huruf c
dikenakan spnksi pemeriksaan sesual peraturan
perundang-undangan pajak daerah.

Wajib Pajak% melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) auruf d
dikenakan sanksi penggantian rugi.

Ketentuan | penggantian rugi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh bank selaku
penyedia layanan.




(4) Bank Kas| Daerah dan penyedia layanah

4 perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak
yang melanggar ketentuan kerahasiazn Wajib
Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan tentang Pajak Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap prang mengetahui, memerintahkan
pengundangan | Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 717toperger. 2016

WALIKOTA BATAM
\

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 /fopeMoeR 2016

SEKRETARIS DAERAH

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA\ BATAM TAHUN 2016 NOMOR A70




